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ABSTRAK 

 
 
Nurfitria. Implementasi Surat Keterangan Pemakaian  Tempat (SKPT) Dalam 

Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue). 

(Dibimbing Oleh Zainal Said dan Azlan Thamrin). 

 Penelitian ini membahas tentang implementasi Surat Keterangan Pemakaian 

Tempat (SKPT) dalam upaya menertibkan suatu pasar. Penelitian ini mengangkat 

beberapa rumusan permasalahan yakni : bagaimana pengelolaan kios/los dan lapak 

di pasar Jampue, bagaimana implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat di 

pasar Jampue dan bagaimana perspektif siyasah dalam proses penertiban pasar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SKPT dalam 

penertiban suatu pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskrptif kualitatif dan 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data Primer diperoleh dari pengelola pasar 

(DISPERINDAGEM), dan pedagang, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 

jurnal dan buku. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan 

penyajian data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kios/los masih kurang 

efektif dalam penerapan SKPT dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya serta kurang patuhnya masyarakat terhadap aturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Dan hasil yang kedua menujukkan bahwa implementasi 

SKPT di pasar jampue belum terlaksana dikarenakan masih banyak pedagang yang 

tidak sesuai dengan penemapatannya.  

 

Kata Kunci: Implementasi, SKPT, Pasar.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf.Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) غ

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

٘ Ha H Ha 
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 Hamzah „ Apostrof ء

ٞ Ya Y Ye 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

A. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

1. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ْٞ  Fathahdan ya Ai a dan u 
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..َ. ْٚ  Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

 kataba وَزتََ  -

-  ًَ  fa`ala فَؼَ

-  ًَ  suila عُئِ

 kaifa و١َْفَ  -

يَ  - ْٛ  haula حَ

B. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ٜ.َ..

..ِ.ٜ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

..ُ.ٚ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla لَبيَ  -

- َِٝ  ramā سَ

-  ًَ  qīla ل١ِْ

يُ  - ْٛ  yaqūlu ٠َمُ
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C. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutahhidup 

Ta‟ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الأغَْفَبيِ  سَؤْظَخُ  -  raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

سَحُ  - َّٛ َٕ ُّ ٌْ ذ٠َِْٕخُ ا َّ ٌْ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah ا

ٍْحَخْ  -  talhah  غَ

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

يَ  -  nazzala ٔضََّ

 al-birr اٌجِش   -
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E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اي, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

-  ًُ جُ  ar-rajulu اٌشَّ

-  ُُ ٌْمٍََ  al-qalamu ا

ظُ  - ّْ  asy-syamsu اٌشَّ

ٌْجَلاَيُ  -  al-jalālu ا

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

 ta‟khużu رأَخُْزُ  -

 syai‟un ش١َئ   -

ءُ  - ْٛ  an-nau‟u إٌَّ

-  َّْ  inna ئِ

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-  َٓ اصِل١ِْ َٛ خ١َْشُ اٌشَّ ُٙ َّْ اللهَ فَ َٚ ئِ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

-  َ٘ جْشَا َِ ُِ اللهِ  َ٘بثِغْ شْعَب ُِ  َٚ ب     Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 

-  َٓ ١ْ ِّ ٌْؼَبٌَ ذُ للهِ سَةِّ ا ّْ ٌْحَ  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  ا

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-  ُِ ح١ِْ ِٓ اٌشَّ حّْ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  اٌشَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

-   ُ س  سَح١ِْ ْٛ  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُ

١ْؼبً - ِّ سُ جَ ْٛ ُِ ِ الأُ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِلّ

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan hukum mengenai sistem perizinan yang merupakan 

bentuk hasil upaya hukum dalam memberikan keteraturan di masyarakat. Bentuk 

keteraturan tersebut berupa aturan perizinan yang di keluarkan pemerintah 

daerah.  Pemerintah terus berupaya menjawab berbagai permasalahan di 

masyarakat sehingga berbagai kebijakan mengenai perizinan terus mengalami 

perubahan. Akan tetapi, setiap perubahan yang dilakukan pemerintahan tidak 

sepenuhnya diterima dan tidak sepenuhnya masyarakat mengindahkan keputusan 

tersebut. 

 Hukum merupakan alat pengendalian pemerintahan adalah segala 

urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

rakyatnya dan kepentingan negara.
1
 Pemerintahan adalah sebuah sistem yang 

melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat. 

Desa Jampue adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Lanrisang Kabupaten Pinrang yang pada lokasi ini terdapat suatu pasar 

tradisional yang selanjutnya akan direhap menjadi pasar semi permanen, 

pemindahan aktivitas masyarakat di pasar ini bersifat sementara ke lokasi lain 

karena sementara dalam tahapan pembangunan pasar. Pasar adalah salah satu 

sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar. 

Pasar Jampue Kabupaten Pinrang adalah salah satu pasar tradisional 

yang telah ditata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan maksud 

penataan penempatan yang ditetapkan secara konsepsional yang sebelumnya 

penataannya tidak terkelompokkan hanya berdasarkan kenginginan penjual, 

                                                 
1
  Ismatullah Deddy, Ilmu Negara Dan Teori Negara (Jakarta: Pustaka Setia, 2016). 



 

 

2 

 

setelah pasar terbangun maka pemerintah telah menetapkan penempatan penjual 

sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dengan besaran retribusi yang di 

bayar.  

Temuan pada pra penelitian terjadinya pergeseran penempatan karena 

adanya pengelompokkan barang jualan, hal ini menimbulkan polemik baru 

karena sebagian penjual enggan pindah pada tempat yang baru sedangkan barang 

yang dijualnya bukan pada kelompoknya, hal ini menunjukkan bahwa penataan 

retribusi yang tidak pada tempatnya. Pemerintah dalam hal ini tetap bertahan 

sesuai dengan Pemberian Izin Surat Keterangan Pemakaian Tempat, namun 

berbagai masalah yang timbul tentang penempatan yang ingin kembali pada 

tempat semula. 

Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada bagian ketiga tentang pengaturan 

pasar, pasal 6, Ayat (1) bahwa, setiap orang atau badan dapat menggunakan 

fasilitas yang disediakan dalam pasar, fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(2) berupa ; los, kios dan pelataran (lapak), selanjutnya Ayat (3), setiap orang 

pribadi atau badan harus memiliki Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) 

dari dinas, Ayat (4), Tata cara pengurusan Surat Keterangan Pemakaian Tempat 

(SKPT) dan persyaratan lain untuk dapat menggunakan fasilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) akan di atur dalam Peraturan Bupati.”
2
 Peraturan Bupati 

Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Pinrang.
3
 

                                                 
2
 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, “Tentang Retribusi Layanan Pasar,” Diakses Pada 

Tanggal 3 Oktober, 2011. 
3
 Peraturan Bupati, “Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Kabupaten Pinrang.,” 2012. 
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Berbagai hal yang ditemukan pada pra penelitian, yang  menarik untuk 

kita cermati adalah tentang Penempatan Penataan dan pengelompokkan penjual 

disesuikan dengan Surat Keterangan Pemakaian Tempat yang telah disediakan 

serta dalam proses pelaksanaan kepemilikan kios. Temuan dilapangan 

menujukkan penempatan pertama tidak sesuai lagi dengan penempatan yang baru 

karena adanya pengelompokkan penjual. Sehingga perselisihan yang muncul 

adalah tentang penunjukkan tempat yang menurut mereka tidak sesuai dengan 

penempatan sebelumya. Sementara itu pemerintah dalam mengatur tempat pada 

tempat yang dikelompokkan sesuai dengan SKPT, demikian juga yang lainnya 

sehingga timbul permasalahan baru pada tempat penjualan pakaian yang bergeser 

pada tempat yang baru, disisi lain pada penempatan yang dulu yang bersangkutan 

enggan pindah pada tempat barunya sesuai dengan Surat Keterangan Pemakaian 

Tempat (SKPT).  

Mencermati hal tersebut di atas bahwa penyelesaian perselisihan 

penempatan pedagang yang diselesaikan melalui kepala pasar kelihatannya tidak 

efektif karena kepala pasar hanya bertanggung jawab tentang tata kelola pasar 

serta pemungutan jasa melalui retribusi yang di setor ke dinas pendapatan daerah, 

yang dimana inti dari pokok permasalah tersebut adalah mengenai penataan dan 

penempatan penjual, olehnya itu hal ini sangat menarik untuk diteliti. 

Mencermati hal tersebut penulis tertarik membahas tentang proses 

pelaksanaan penempatan kios dan faktor apa yang mempengaruhi pengaturan 

penempatan pengelolaan kios/los dan lapak serta bagaimana proses 

penyelesaiannya mengenai penempatan penjual, jika hal-hal ini telah 
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terselesaikan serta penataan pengelolaan pasar secara profesional maka muaranya 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang di atas maka penulis menyusun beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan kios/los dan lapak pasar di jampue? 

2. Bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian tempat di pasar 

jampue?   

3. Bagaimana perspektif siyasah syariah dalam proses penertiban pasar?      

C. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa tujuan yang 

ingin dicapai yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kios atau los dan lapak pasar di 

jampue. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian 

tempat di pasar jampue. 

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya penertiban tata ruang pasar di 

jampue. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi kalangan akademik khususnya  bagi perkembangan ilmu hukum. 

b. Sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana 

pengaturan penempatan berdasarkan SKPT los/kios dan lapak di pasar 

jampue. Hal tersebut dikarenakan agar masyarakat paham dengan aturan 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.  

b. Sebagai rekomendasi bagi instansi dan peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Penelitian Relevan 

Penelitian terkait dengan pasar tradisional, telah banyak dilakukan oleh 

peneliti atau instansi lainnya dalam rangka penulisan tugas akhir , penelitian 

terkait dengan judul yaitu : 

 Devi Evifani Turnip, dengan judul skripsi “ Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern di 

Kabupaten Jepara”. 
4
 pada penelitian ini sedikit terdapat perbedaan yaitu lebih 

berfokus kepada pelaksanaan kebijakan dalam melakukan perlindungan terhadap 

pasar tradisional dan modern. Sedangkan penelitian yang di lakukan lebih 

berfokus pada penataan dan penempatan penjual disesuaikan dengan SKPT yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Pasar Tradisional Kabupaten Pinrang. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan 

pemerintah dalam rangka penataan pasar dan metode yang digunakan adalah 

kualitatif. 

 Junaid Syamsul, dengan judul skripsi  “ Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten 

Gowa”.
5
 Pada penelitian ini sedikit terdapat perbedaan yaitu lebih berfokus 

kepada peran pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang. Sedangkan 

penelitian yang di lakukan lebih berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam 

                                                 
4
 Devi Evifani Turnip, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan 

Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara,” Skripsi, 2016. 
5
 Syamsul Junaid, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki 

Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa,” Skripsi, 2015. 
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upaya penertiban SKPT terhadap pedagang. Persamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama membahas peran pemerintah dalam penataan suatu pasar. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Implementasi Kebijakan 

Batasan masalah pertama adalah konsep implementasi, karena tujuan awal 

penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena dan dikaitkan dengan 

kesesuaian kondisi antara aturan dan praktik di lapangan. Kamus besar bahasa 

indonesia memberikan definisi implementasi yakni, pelaksanaan dan penerapan. 

Implementasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan maupun penerapan 

dari sebuah perintah atau kebijakan. 

Beberapa ahli juga memberikan definisi terkait teori implementasi, 

walaupun terdapat sedikit perbedaan pada segi kalimat, namun makna 

impelementasi tetap sama dalam setiap buku yang ditulis oleh ahli yang 

membahas mengenai teori implementasi. 

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan 

banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan 

bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan 

secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses 

perumusan kebijakan tersebut. Kondisi yang demikian akan memberi ruang 

(namun bisa jadi sebuah keharusan atau keterpaksaan) kepada para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan untuk membuat interpretasi tentang 

maksud dan tujuan suatu kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka masing-

masing. 
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Pendapat Cleaves yang dikutip dalam buku Wahab, yang secara tegas 

menyebutkan bahwa : implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju 

tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan 

atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut 

kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan 

program-program yang telah dirancang sebelumnya. 
6
 

Menurut Muzmanian dan Sebastiar dalam buku Wahab, implementasi 

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi, implementasi 

merupakan suatu istilah yang biasanya berbentuk perintah yang merupakan 

keharusan yang harus dijalankan dengan baik, atau yang bisa terlaksana dengan 

sesuai peraturan yang telah ditetapkan masing-masing lembaga pemerintah.
7
 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi karena penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dan realitas di lapangan perihal 

implementasi surat keterangan pemakaian tempat (SKPT) dalam upaya 

penertiban tata ruang suatu pasar terhadap pedagang. 

 

                                                 
6
 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UMM Press, 2008). 

7
 Wahab. 
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Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah pelaksanaan 

tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. 

Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada 

masyarakat. Namun, dalam kenyataannya instansi pemerintah sering menghadapi 

pekerjaan di bawah yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
8
 

Berdasarkan definisi sebelumnya impelementasi adalah suatu penerapan yan 

dilakukan baik personal maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Adapun unsur-unsur implementasi yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan. harus jelas dan terukur sehingga dapat di 

realisir. 

2. Sumber daya. Impelementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik 

sumber daya manusia (Human Resources) maupun sumber daya non-

manusia (Non-Human Resources). 

3. Hubungan antar organisasi dalam banyak program. Implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 

4. Karakteristik agen pelaksana. Yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 

semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Mencakup sumber daya ekonomi 

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

6. Disposisi implementator. Mencakup tiga hal penting yakni: respon 

implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya 

                                                 
8
 Kertya Witaradya, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy 

Implementation Process,” Situs, 2021, https://kertyawitaradya.wordpress.com. 
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untuk melaksanakan kebjakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementator yakni prefensi nilai yang 

dimiliki oleh implementator.
9
 

Syukur dalam tulisannya dikutip oleh Surmayadi menjelaskan lebih lanjut 

ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: 
10

 

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan 

  Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya 

tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. 

Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang 

sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu 

dalam suatu kesatuan. 

2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 

  Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang 

atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau 

jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. 

3) Unsur pelaksanaan 

  Unsur pelaksana adalah implementator kebijakan, sebagimana 

yang dijelaskan Dimock dalam Tachjan,
11

 pelaksanaan kebijakan 

merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari 

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan 

                                                 
9
 Ardianto, Mayarni, and Dadang Mashur, “Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam 

Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru,” Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Pembangunan8, No.1, 

2017. 
10

 Novan Mamonto, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” 

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah I, Nomor 1, 2018. 
11

 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 

2006). 
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kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, 

perencanaan, penyusunan program, pengeorganisasian, pergerakan 

manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan 

atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan 

keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi 

sasaran kebijakan (kelompok target). 

Pengertian Kebijakan menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip 

Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitankesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan 

usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
12

 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari 

definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa 

yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa 

kegiatan pada suatu masalah. 

                                                 
12

 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Afabeta, 2008). 
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Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan 

menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam 

kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas 

dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang 

sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. 

Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang 

menaatinya (yang terkena kebijakan).  

Dalam setiap kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 

adanya keseimbangan diantara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus 

berfungsi sebagai pemberi nilai. Dalam menyususn kebijakan pada dasanya 

dapat dikatakan sebagai elemen-elemen dasar kebijakan yang menyangkut 

hal-hal yang mencerminkan keperluan terhadap adanya suatu pemahaman 

logis, keterlibatan institusional, dan formalisasi dari suatu proses atau 

mekanisme yang harus ditempuh dalam rangka penyusunan kebijakan. 

Merujuk pada pendapat Jones bahwa dalam perspektif konseptual, 

beberapa variabel-variabel penting perlu diperhatikan dalam penyusunan 

suatu kebijakan adalah sebagai berikut. 

a. Persepsi/Definisi 

Substansi/Materi kebijakan perlu diraikan secara jelas, termasuk 

latar belakang dan permasalah yang mendorong perlunya mengangkat 

gagasan kebijakan tersebut. Pendefinisian yang jelas dan tegas diharapkan 

tidak menimbulkan multi persepsi terhadap substansi kebijakan. 
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b. Agregasi 

Indentifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yang akan 

terkena dampak sebuah kebijakan. Materi kebijakan harus mampu 

mengakomodasikan berbagai kepentingan stakeholders  dan shareholders  

secara perofesional dan berkeadilan, urgen, serta prioritas. 

c. Organisasi/lembaga 

Dalam hal ini perlu dicermati tentang record  para pelaku (policy 

maker) yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan. Usulan 

kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang otoritas instansi/organisasi 

pengusul. 

d. Agenda setting 

Tata cara atau prosedur yang ditempu dalam mencapai status 

agenda (dari gagasan hingga mencapai status agenda). Sosialisasi dan 

internalisasi kepada para stakeholders  dan shareholders hendaknya 

dilakukan sejak proses perumusan, pembahasan, sampai dengan 

ditetapkannya suatu kebijakan. Hal ini penting untuk meminimalisasi 

ketidakpuasan dan pemahaman yang berbeda. 

e. Formulasi 

Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga 

yang mengusulkan sebuah kebijakan, sumber data, informasi termasuk 

ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan, dan prosedur 

penetapan kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, kepentingan dan ego 

sektoral harus diminimalisasi. Lembaga pengusul (policy makers) harus 
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mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam rangka tugas 

pelayannnya.
13

 

Hakikat kebijakan pemerintah/publik sebagai jenis tindakan yang 

mengearah pada tujuan sesuai dengan konsep kebijakan tersebut, agar dapat 

lebih dipahami kebijakan pemerintah lebih rinci dibagi beberapa kategori, 

yakni :
14

 

1. Policy Demands (Tuntutan kebijakan) 

Yaitu tuntutan atau desakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat 

pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun 

kalangan pemerintahan sendiri, untuk melakukan tindakan tertentu atau 

sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. 

2. Policy Decisions (Keputusan kebijakan) 

Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah 

yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau 

memberikan arah terhadap pelaksanaaan kebijakan pemerintah. Dalam 

hubungan ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk 

mencipatakan statuta (ketentuan-ketentuan  dasar), mengeluarkan 

perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, 

mencanangkan (Peraturan-peraturan administratif). 

3. Policy Statement (Pernyataan kebijakan) 

Yaitu pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai 

kebijakan pemerintah/publik tertentu, antara lain mislanya Ketetapan-

ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-

                                                 
13

 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). 
14

 Aswan Y. Abdoellah, Teori & Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016). 
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peraturan administratif, pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato para 

pejabat pemerintah yang menunjukkan keinginan untuk merealisasikan 

tujuan pemerintah. Dalam kenyataannya policy statement, kadang-kadang 

menimbulkan sikap pertentangan dalam masyarakat, mislanya: yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dll. 

4. Policy Outputs (Keluaran kebijakan) 

Yaitu merupakan wujud kebijakan pemerintah yang paling dapat 

dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya 

dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam 

keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan kata 

lain keluaran kebijakan ini adalah menyangkut apa yang dikerjakan oleh 

pemerintah dan hasil-hasilnya. 

5. Hasil Akhir Kebijakan (Policy Outcomes) 

Yaitu akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai 

konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah 

dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam 

masyarakat. 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi benang merah 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 

dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai 

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman dalam 

mencapai sasaran yang telah direncanakan. 

 



16 

 

 

 

2. Teori Pemerintahan Daerah 

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah 

pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau 

badan- badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai 

tujuan negara.
15

 Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :  

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 “. 
16

 

a. Asas Desenrtalisasi  

Asas desenrtalisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 

sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari 

pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang 

lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.
17

 

b. Asas Dekonsentrasi  

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 

pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya.
18

 Jadi, asas dekonsentrasi 

adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemeritahan 

                                                 
15

 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 
16

 Pasal 1 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
17

 C.S.T Kansil and Kansil Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012). 
18

 Inu Kencana Syafie, Etika Pemerintahan (Jakarta: Renika Cipta, 2011). 
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pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih 

tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.  

c. Asas Tugas Pembantuan  

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut 

serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 

pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya 

kepada yang memberi tugas.  

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi 

daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain antara 

lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan 

kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-

undang.
19

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembatuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara 

kesatuan republik indonesia. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 
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3. Teori Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi 

administrasi negara. 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetpakan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat 

menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan 

pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang 

berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.
20

 Pelayanan publik 

menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. 

Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik 

menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan 

masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun 

kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efesien dan akuntabel 

akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.
21

 

                                                 
20

 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses 

Kebijakan Publik Berbasis Analisis Untuk Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016). 
21

 Mulyadi. 



19 

 

 

 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik, dimana dikatakan bahwa ada empat 

unsur dalam pelayanan publik,  yaitu : Penyedia layanan, Penerima 

layanan, Jenis layanan, Kepuasan pelanggan.
22

 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23

 

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik , dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat dalam hal ini 

yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga 

negaramaupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, 

                                                 
22

 Ni Ketut Riani, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 

No. (2021). 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia, “Tentang Pelayanan Publik” (2009). 
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maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
24

 

Menurut Moenir, dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, 

terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu: 

1. Kesadaran pegawai Adanya kesadaran dari pegawai mengenai 

tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, 

sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan 

pelayanan yang baik 

2. Adanya aturan Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan 

agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah. 

3. Faktor organisasi yaitu merupakan pengaturan dan 

mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan metode) yang harus 

mampu mengasilkan pelayanan yang memadai. 

4. Faktor kemampuan dan keterampilan Dengan kemampuan dan 

keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak 

sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan. 

5. Faktor sarana pelayanan Adanya sarana pelayanan yang memadai 

dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efesiensi suatu 

pelayanan.
25

 

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan 

                                                 
24

 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” 

Adminitrative Law & Govermance Journal Volume 2, no. Issue 3 (2019). 
25

 Riani, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik.” 
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pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga 

pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh 

negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh 

negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian 

layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai 

kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan 

ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik 

melalui pajak sumber kekayaan negara.
26

 

Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada 

masyarakat berupa barang dan/ atau jasa guna pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena 

dijamin oleh undang undang dan kepada pelayan publik wajib untuk 

melakukannya. 

6. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara 

kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya 

semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk 

                                                 
26

 Ainur Rofieq, “Pelayanan Publik Dan Welfare State,” Jurnal Govermance 2 (2011). 
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memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan 

freies ermessen, namun tindakan tersebut sering menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan 

kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah. 

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar 

dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, 

maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang 

AAUPB secara komprehensif, yaitu : 

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang 

dalam lingkungan hukum administrasi negara.  

AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi 

Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi 

hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara 

(yang berwujud maupun mandat masyarakat kepada negara untuk 

mengelola  penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan 

gugatan bagi pihak penggugat. 

2. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak 

tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di 

masyarakat. 

3. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan 

terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas 
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telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap 

sebagai asas hukum. 
27

 

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas 

kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas 

motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh 

mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan 

keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas 

menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat 

suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup 

pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan 

dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.
28

 

7. Fungsi dan Arti Penting AAUPB 

Pada awal kemunculannya, AAUB hanya dimaksudkan sebagai 

sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk 

peningkatan perlindungan hukum bai warga negara dari tindakan 

pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi 

pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan 

yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas  

umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi 

para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu 

                                                 
27

 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di 

Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 
28

 Muhammad Azhar, “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem 

Penyelenggaraan Administrasi Negara” Vol. 8.5 (2015). 
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tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan 

hukum yang sesungguhnya. 

AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman 

perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara 

pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya 

dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping 

sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.
29

 Dalam 

perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan 

penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu 

sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara 

mempergunakan freies ermessen/ melakukan kebijakan yang jauh 

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.  

2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat 

dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 

UU No. 5 Tahun 1986. 

3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan 

membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN. 

4. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu 

Undang-Undang. 

                                                 
29

 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” 



25 

 

 

 

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi 

pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan 

yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal  mengemukakan bahwa asas 

umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi 

para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu 

tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan 

hukum yang sesungguhnya.
30

 

8. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti 

perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. 

Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik 

kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, 

perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya 

bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintahan.
31

  

Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju tentu berbeda dengan 

negara berkembang, beberapa faktor penting memberi pengaruh, yaitu cara 

berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, 

kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal lain bersifat 

non-teknis tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh 

bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang 
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diambil untuk kesejahteraan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap 

harus berdasarkan AUPB dan peraturan perundangan yang berlaku. 
32

 

Hotma P. Sibuea mengemukakan AAUPB lahir dari praktik 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal 

suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan 

perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 

individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah 

sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi 

negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance.
33

 

9. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Publik 

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh 

masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama 

mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah 

dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan 

pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, 

setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan 

pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) 

tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (publik service) yang 

terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat 
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Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2002). 
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dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya 

kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan 

yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik 

yang berkualitas.
34

 

Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk 

memberikan pelayanan pemerintahan kepada publik tidak lain adalah tugas 

pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat 

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi pemerintahan 

yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib 

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.  

Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan 

masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi 

diantara mereka.  

Sjachran Basah mengemukakan: “Walaupun Administrasi Negara 

memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap 

tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas 
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dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak 

ukurnya.”
35

 

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam 

sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila 

didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum 

pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik dengan tujuan : 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 

jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan menguraikan ruag lingkup AUPB yang berlaku 

dalam administrasi pemerintahan.
36

 Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang 

dimaksud meliputi asas: 
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1. Kepastian hukum.  

Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2. kemanfaatan.  

Asas Kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara lain: 

a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang 

lain. 

b. kepentingan individu dengan masyarakat. 

c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing. 

d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan 

kelompok masyarakat yang lain. 

e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat. 

f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi 

mendatang. 

g. kepentingan manusia dan ekosistemnya. 

h. kepentingan pria dan wanita. 

3. Ketidakberpihakan. 

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan 
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Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan 

para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
37

 

4. Kecermatan.  

Asas Kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti 

bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas 

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan 

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan 

dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan 

tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.  

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan.  

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang 

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak 

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, 

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. 

6. Keterbukaan.  

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 
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7. Kepentingan umum.  

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, 

akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.  

8. Pelayanan yang baik.  

Asas Pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang 

memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang 

jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
38

 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dapat 

diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : asas 

kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas 

kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, 

asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (sesuai dengan 

pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan). 

C. Kerangka Konseptual 

1. Konsep Implementasi 

Konsep implementasi, tujuan awal penelitian ini adalah 

mendeskripsikan fenomena dan dikaitakan dengan kesesuaian kondisi 

antara aturan dan praktik di lapangan. Implementasi berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu , to implement (mengimplementasikan) berarti to provide 

the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksana 
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sesuatu), dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu).
39

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi implementasi 

yakni, pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai 

bentuk dari pelaksanaan maupun penerapan dari sebuah perintah atau 

kebijakan. 

Beberapa ahli juga memberikan definisi terkait teori Implementasi. 

Walaupun terdapat sedikit perbedaan pada segi kalimat, namun makna 

implementasi tetap sama  dalam setiap buku yang di tulis oleh ahli yang 

membahas mengenai teori implementasi. 

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam buku Wahab, yang secara 

tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak 

menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat 

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumya.
40

 

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam buku Wahab. 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 

badan peradilan. Jadi,Implementasi merupakan suatu istilah yang 
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biasanya berbentuk perintah yang merupakan keharusan yang harus 

dijalankan dengan baik,atau yang bisa terlaksana dengan sesuai peraturan 

yang telah ditetapkan masing-masing lembaga pemerintah.
41

 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah keputusan peradilan 

dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan. 

2. Pemerintah 

Pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan 

memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan 

jasa publik dan layanan civil. Pemerintah adalah proses produksi dan 

distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan dan tuntutan rakyat. 

Pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif yang melakukan yang 

melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok 

orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, 

mengorganisai, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya 

masyarakat atau penduduk suatu negara dalam rangka mencapai tujuan 

negara yang telah ditetapkan. 

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai 

tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya diantaranya dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek 

kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan 

adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan-peraturan yang 
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mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan apa yang 

menjadi tujuan dari penyelenggara negara dapat terwujud. 

3. Tata Ruang 

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat 

dengan konsep pengembangan wilayah kota. Konsep pengembangan 

wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-

an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan 

mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah kota. 

Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep 

hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.  

Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola 

ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir pada 

awal abad millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah 

kota sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam 

penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata 

dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga 

keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.  

Menurut Perpres No. 62 tahun 2011 Ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk 
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hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

42
 

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur 

Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 

fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.  

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :  

a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai 

“guidance of future action” RTRW pada dasarnya merupakan 

bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makluk 

hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, 

seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makluk hidup 

serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan 

(sustainability development);  

b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi 

rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;  
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c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas 

mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan 

pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan 

ruang wilayahnya.
43

  

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang 

disusun hierarkis yaitu secara nasional, regional dan lokal. Perencanaan 

tata ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik 

untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang 

skala dan kedalaman materinya bervariasi. Perencanaan tata ruang juga 

merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang 

dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang 

diarahkan kepada kegiatan pembangunan dan organisasi fisik terhadap 

sebuah strategi utama.  

Tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola 

ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan 

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional 

(RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kabupaten/kota. 

4. Pengertian Pasar 

Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari 

sebuah produk dan jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah 

orang yang menujukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam 

pertukaran. Banyak pemasaran memandang penjual sebagai industri dan 
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pembeli sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa 

yang mereka produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannnya 

kepada pasar sebagai gantinya, mereka akan menerima uang dan 

informasi dari pasar. 

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual 

lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar 

tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
44

 

Pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 

kebutuhan atau keinginan tertentu serta mampu turut dalam penukaran 

untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Jadi, pasar tergantung dari 

jumlah orang yang memiliki kebutuhan, punya sumber daya yang 

diminati orang lain dan mau menawarkan sumber daya tersebut untuk 

ditukar agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. 
45

 Adapun bangunannya 

terdiri dari beberapa kios-kios, los dan dataran terbuka yang dibuka oleh 

pedagang maupun pengelola pasar. Kebutuhan sehari-hari seperti bahan-

bahan makanan berupa ikan, sayur-sayuran,sembako,daging,kain,barang 

elektronik,serta jasa dijual di pasar tradisional.  

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa 

barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal 

peradaban manusia. Menurut Kotler dan Amstrong, Pasar merupakan 

seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa.
46
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Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang 

menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran. 

Menurut Mursid, Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual 

dan pembeli.
47

 sedangkan Menurut Wiliam J, Pasar adalah orang-orang 

yang mempunyai kenginan untuk berbelanja dan kemauan untuk 

membelanjakannya. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor 

utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu sebagai berikut : 

a. Orang dengan segala kenginginan 

b. Daya beli mereka 

c. Tingkah laku dalam pembeli 

Pasar pada hakikatnya dapat dibagikan dalam tiga golongan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Konsumer Market (Pasar  Konsumsi) 

b. Industrial/ Producer Market (Pasar Industrial) 

c. Goverment Market 

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik No.20 Tahun 

2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisonal 

menjelaskan tentang pengelolaan pasar tradisional adalah penetaan pasar 

tradisonal yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,dan pengendalian 

pasar tradisional.
48

 

Secara sosiologis dan kultural makna filosofis sebuah pasar tidak 

hanya merupakan arena jual barang atau jasa namun merupakan tempat 

                                                 
47

 M Mursid, Managemen Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). 
48

  Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik, “No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional” (2012). 



39 

 

 

 

pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan 

diskusi informal atas suatu permasalahan. 

D. Kerangka Pikir 

Bagan kerangka pikir yang dibuat merupaka cara berfikir yang 

digunakan untuk mempermudah cara berfikir pembaca sehingga lebih 

mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun judul penelitian yaitu 

“Implementasi surat keterangan pemakaian tempat dalam upaya 

penertiban tata ruang pasar”. Adapun kerangka berfikir adalah sebagai 

berikut :  
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  IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN 

PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT) DALAM 

UPAYA PENERTIBAN TATA RUANG 

PENERTIBAN TATA RUANG PASAR 

IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PELAYANAN 

PUBLIK 

ASAS TUGAS 

PEMBANTUAN 

ASAS-ASAS UMUM 

PEMERINTAHAN YANG 

BAIK (AAUPB) 

HASIL 
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1.1 Bagan kerangka fikir 

Berdasarkan bagian kerangka pikir diatas, penelitian ini berlokasi di Desa 

Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. peneliti awalnya meneliti 

pasar yang akan diteliti dengan menggunakan teori implementasi kebjakan, 

pemerintahan daerah, dan teori pelayanan publik yang di tinjau melalui unsur-

unsur penting pemerintahan daerah, yakni: Asas Tugas Pembantuan, Kebijakan 

Publik dan Pelayanan Publik yakni : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, 

sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi surat keterangan pemakaian 

tempat oleh pemerintah daerah dalam upaya penerbitan tata ruang pasar terhadap 

pedagang di Pasar Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan 

yaitu penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara 

langsung. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan 

mengamati secara langsung orang-orang atau tempat yang akan diteliti. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, 

artinya peenelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan 

menginterpretasikan  melalui observasi, wawancara dan mempelajari 

dokumentasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, 

gejala atau keadaan. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak memberikan 

manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap implementasi 

surat keterangan pemakaian tempat oleh pemerintah daerah dalam upaya 

penerbitan tata ruang pasar terhadap pedagang di Pasar Jampue Kecamatan 

Lanrisang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian 

menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk 

menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan 

karena deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan 

keterkaitaan antar kegiatan. 
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di daerah-daerah sekitar kabupaten 

Pinrang yang dianggap relevan dan memiliki data terkait dengan judul 

penelitian baik itu di Kantor Dinas maupun di Kantor Kelurahan Jampue 

atau lokasi tempat Pasar Tradisional di Kelurahan Jampue Kecamatan 

Lanrisang Kabupaten Pinrang. Lokasi tersebut dipilih karena pada 

penelitian “Implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) 

Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penertiban Tata Ruang Pasar Terhadap 

Pedagang (Studi Kasus Pasar Jampue)” Peneliti berharap bahwa lokasi 

tersebut dapat ditemukan data-data tentang pasar tradisional dan data-data 

yang dibutuhkan lainnya. Kemudian waktu penelitian yang dibutuhkan 

peneliti kurang lebih satu bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Surat Keterangan 

Pemakaian Tempat (SKPT) Oleh Pemerintah Daerah Dalam Upaya 

Penertiban Tata Ruang Pasar (Studi Kasus Pasar Jampue). 

D. Jenis dan Sumber Data 

Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. 

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan 

sekunder.
49
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1) Data Primer, Sumber data dari peneliti ini di peroleh dari pengelola 

pasar dan dinas pendapatan daerah kabupaten pinrang. 

2) Data Sekunder, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa 

buku, jurnal, koran dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau 

data yang valid, dipercaya, sesuai dengan keadaan sekarang dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian obsevasi 

dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba 

dan pengecap. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

proses pengamatan yaitu untuk mendapatkan data mengenai suatu 

masalah agar diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Pada teknik observasi ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan 

data yang diperlukan, dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi-kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan 



45 

 

 

 

penelitian, sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi 

objek penelitian, hal-hal yang menjadi objek observasi di Pasar Jampue. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari orang 

yang di wawancarai.
50

 

Setelah melakukan kegiatan observasi, peneliti selanjutnya akan 

melakukan proses wawancara atau interview dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan 

penelitian tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan 

fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah-masalah. 

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, terekam yang dapat dipakai 

atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data atau 

bukti-bukti mengenai implementasi Surat Keterangan Pemakaian Tempat 

(SKPT) oleh pemerintah daerah dalam dalam upaya penertiban tata ruang 

pasar terhadap pedagang  yang di anggap penting. 

F. Uji Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung  jawabkan kebenaran dan 

keabsahannya, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap data yang telah 
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diperoleh. Metode keabsahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperpanjang pengamatan  

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara kembali ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan 

jika masih ada data yang ingin diperoleh, baik informan lama maupun 

yang baru. Perpanjangan pengamatan ini bertujuan agar peneliti semakin 

akrab dengan informan dan dengan kearaban itu peneliti berharap 

informan bisa lebih terbuka dalam memberikan data. 

2. Mencari referensi terkait 

Pencarian referensi yang terkait dengan penelitian yang bertujuan 

sebagai data pendukung dalam pembuktian data yang ditemukan 

sebelumnya. Peneliti akan mencari beberapa referensi yang dianggap 

relevan dalam mendukung penelitian baik dalam bentuk buku, artikel, dan 

lain-lain. 

3. Member Chek 

Member chek merupakan pengecekan data yang diperoleh kepada 

pemberi data atau narasumber. Pengecekan ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan apa 

yang diberi oleh pemberi data atau narasumber. Dalam penelitian 

“Evektivitas Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) Oleh 

Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penerbitan Tata Ruang Pasar Terhadap 

Pedagang (Studi Kasus Pasar Jampue)” kali ini peneliti akan melakukan 

pengecekan ulang data terhadap narasumber yang telah diwawancarai 
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agar tidak terjadi kesalahan informasi dalam artian apa yang ditulis 

peneliti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penlitian ini 

adalah kualitatif. Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari 

serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
51

 Peneliti melakukan pencatatan dan 

berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang 

terjadi saat penelitian dilakukan. 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam 

bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei 

dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat 

dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai 

dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan 

suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian 

secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil 

observasi,wawancara, maupun dokumentasi.
52

 

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah 

memilih hal-hal pokok  dan penting mengenai permasalahan dalam 

penelitian, kemudian mengambil data yang dianggap penting. 
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2) Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penyajian, peneliti melakukan interpretasi dan penetapan 

makna dari data yang tersaji. Kegiatan dilakukan dengan cara komparasi 

(membandingkan) dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian di 

rumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan 

sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan 

dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data 

lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Pengelolaan Kios/Los dan Lapak di Pasar Jampue 

Pasar Jampue Kabupaten Pinrang adalah salah satu pasar tradisional yang 

telah ditata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan maksud penataan 

penempatan yang ditetapkan secara konsepsional yang sebelumnya penataannya 

tidak terkelompokkan hanya berdasarkan kenginginan penjual, setelah pasar 

terbangun maka pemerintah telah menetapkan penempatan penjual sesuai dengan 

peruntukannya yang ditetapkan dengan besaran retribusi yang di bayar.  

Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu faktor kekayaan 

Negara. Indonesia merupakan salah satunya, sehingga memudahkan 

masyarakatnya guna menghasilkan suatu produk berupa barang sekunder atau 

pokok. Contohnya barang-barang yang dengan mudah dijumpai di pasar rakyat. 

Dalam hal ini, tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran pada tiap 

jenis barang dan sumbernya disebut sebagai pasar.
53

 

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut 

merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi 

perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk 

atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya.  

Pada umumnya definisi pasar merupakan tempat di mana para pembeli dan 

penjual berinteraksi menentukan harga guna mengadakan pertukaran barang dan 

jasa. Seperti halnya pasar Jampue merupakan salah satu pasar tradisional yang 

ada di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dimana pasar ini 

terletak di suatu pedesaan sehingga memudahkan para penduduk desa untuk 

melakukan transaksi jual beli.  
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Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar bahwa, pasar merupakan salah satu sarana 

perekonomian yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan 

pendapatan asli daerah.
54

 Dan disebutkan juga bahwa Kios/Los maupun Pelataran 

merupakan fasilitas yang disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh 

pemerintah daerah. 

Pengaturan tata kelola wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
55

 Pasal 2 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar hukum yang 

harus diatati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. 

Zonasi pasar modern harus ditempatkan di kawasan baru dan berada di luar 

pemukiman. Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional dengan pasar-

pasar modern/pusat-pusat perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi tidak 

berlaku mundur sehingga apabila banyak yang melanggar maka pemerintah harus 

segera mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan regulasi tersebut.
56

 

Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pasar tradisional yang baik 

maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang baik sesuai dengan prosedur 

dan pelaksanaan tata kelola pasar tradisional. Terkait pengaturan mengenai 

pengelolaan pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-
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undangan dalam tataran implementasinya masih terdapat beberapa kendala 

yuridis terkait zonasi wilayah dan waktu, kurangnya kebijakan dan pengawasan 

terkait tata kelola pasar tradisional.  

Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina 

keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, 

pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

pembinaan, dan evaluasi serta penegakan hukum.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui observasi, ataupun 

wawancara, dengan beberapa responden tentang bagaimana proses penataan atau 

pengelolaan  suatu kios/los maupun lapak yang ada di pasar Jampue, Kecamatan 

Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu 

selaku Kepala Pasar mengatakan bahwa : 

“cara pengelolaan kios/los dan lapak pasar jampue adalah kita buatkan SKPT 

pada kios/los dengan ketentuan harus menjaga kebersihan dan keamanan 

bangunan dan apabila tiga bulan tidak ditempati akan ditegur secara lisan, jika 

enam bulan tidak ditempati maka secara otomatis kios/los akan diambil alih 

oleh pengelola pasar. Dan setiap hari pasar pedagang wajib membayar 

retribusi sesuai perda yang berlaku.”
57

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kios/los akan diatur oleh pemerintah dengan cara pemerintah membuatkan SKPT 

sesuai dengan ketentuan yaitu menjaga kebersihan dan keamanan bangunan. 

Apabila kios/los tidak dipergunakan oleh pedagang selama jangka waktu 3 bulan 

maka akan diberikan peringatan atau teguran secara lisan oleh pemerintah daerah. 

Sedangkan jika selama 6 bulan kios/los tidak dipergunakan oleh pedagang, maka 

secara otomatis akan diambil alih oleh pihak pengelola pasar. Kemudian, para 

pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari sesuai dengan perda yang 

berlaku.  
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Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan 

pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan 

pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar 

tradisional, sementara pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya 

pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu 

berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan toko 

modern.
58

 

 Pada hak pengelolaan sifatnya tanah itu harus merupakan tanah yang dikuasi 

oleh Negara. Bila hak pengelolaan itu diberikan kepada pihak ketiga misalnya 

atau orang badan hukum, maka diatas pengelolaan hak itu dapat diberikan jenis 

hak lain seperti hak guna bangunan, hak pakai dan lai-lain. Berdasarkan 

wawacara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Wahyu mengatakan : 

“kalau pendataannya itu di data saja dan dimintai langsung datanya berupa 

foto copy KTP dan pas foto pedagang, biasanya yang data itu oleh pihak 

pengelola pasar dan bidang yang menangani pasar dengan mendatangi 

langsung kios/los untuk mendata pedagang. dengan itu tadi, mengambil foto 

copy KTP dan pas foto pedagang.”
59

 

 

Selanjutnya Ibu Aini menambahkan bahwa : 

 

 “SKPT (surat keteranngan pemakaian tempat) tidak serentak dikeluarkan, 

kadang biasa ada yang lambat menyetor berkas”
60

 

Menurut hasil wawancara, pasar jampue sebelum dilakukan renovasi oleh 

pemerintah daerah, para pedaganag belum memiliki SKPT sehingga pada saat 

selesai renovasi para pedagang yang sudah memiliki SKPT masih belum tertata 

dengan rapi sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh  
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Bapak Wahyu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan SKPT 

antara lain : 

1. Fotocopy KTP 2 Lbr 

2. Formulir Permohonan 

3. Foto 3×4 3 Lbr 

4. Surat Pernyataan perjanjian Sewa 

5. Surat Izin Lama (Perpanjangan) 

6. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000 Jika Mewakilkan 

Setelah itu, pak Wahyu menambahkan bahwa : 

 “pengurusan SKPT itu paling satu bulanan, mendata dulu selama 1 

bulan kalau system pendataannya lancar, jadi tergantung kalau berkasnya 

cepat dilaporkan atau terkumpul yaa paling lambat 1 bulan pengurusannya. 

Dan biaya administrasinya itu 25 ribu satu orang dan menggunakan materai 

10 ribu. Biasanya juga itu yang menjadi kendalanya di penjual biasa agak 

lambat disetor berkasnya jadi kalau adami sekitar 30an berkas baru saya setor 

untuk dibuatkan SKPT.”
61

 

Hal itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Restu selaku 

Pedagang yang mengatakan bahwa : 

“biaya SKPT itu dengan tempatnya yang kubayar itu sekitar 300 ribu per 

kepala, itu tempatku kalau yang lain juga beda tergantung luasnya.”
62

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pengurusan SKPT membutuhkan waktu 1 bulan, mengingat banyaknya kendala 

maka pengurusan SKPT sedikit terlambat. Sedangkan untuk biaya administrasi 

tiap orang dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000 dan menggunakan materai 10 

ribu.Namun, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pedagang yang 

mengatakan bahwa biaya administrasi dengan tempat yang di sewanya adalah 

berkisar Rp.300.000/Orang. 

Selanjutnya, pedagang lain mengatakan bahwa:  
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“ kalau saya biaya yang ku bayar itu dengan tempatnya juga sekitar 350 ribu, 

tergantung sebenarnya dengan tempatnya. Kan yang saya tempati ini kios jadi 

segitu dibayar, kalau yang losnya mungkin beda juga.”
63

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, adapun tarif yang dikenakan oleh 

pengguna kios berkisar Rp.350.000. Jelas berbeda dengan pengguna los yang 

hanya dikenakan tarif berkisar Rp. 300.000, tergantung dari bangunannya.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilokasi penelitian dalam hal ini pasar 

Jampue, penulis menemukan sebuah fenomena di mana penggunaan tata ruang 

tidak sesuai dengan denah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. hal ini 

dapat dilihat dari perilaku pedagang yang tidak menenpati lokasi yang seharusnya 

ditempati. Seperti pedagang baju, ikan, sayuran dan berbagai jenis pedagang 

lainnya. Di mana seharusnya pedagang tersebut dipetakkan sesuai dengan 

klasifikasi dagangannya. Sehingga, terdapat keteraturan dalam pengelolaan pasar 

yang sesuai dengan nilai-nilai estetika dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Salah satu alasan mengapa para pedagang tersebut tidak ingin direlokasi 

sesuai dengan kalsifikasi dagangannya yaitu karena pedagang tersebut telah 

menempati kios/los sebelum pengaturan tata ruang pasar diberlakukan. Sehingga, 

menjadi penyebab terhadap tidak teraturnya penempatan dari para pedagang. 

Alasan yang lain yang dikemukakan oleh pedagang adalah tingkat persaingan 

akan meningkat apabila pedagang disatukan dengan pedagang lainnya yang 

memiliki dagangan yang sama. Hal tersebutlah yang menjadi problematika dalam 

penertiban tata ruang pasar Jampue. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Darwis selaku pedagang yang 

mengatakan bahwa : 

“ disini yang kutempati sudah lama sekali mi, na tau semua mi juga yang lain, 

apalagi kan disini tidak banyak saingan karena berjauhan, kebanyakan juga 

konsumen kan lebih baik yang dekat dari pada jauh lagi masuk di dalam belanja. 
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Makanya banyak yang tidak mau pindah karena sudah lama dia tempati disitu 

sudah na tau semua mi orang juga.”
64

 

Kemudian hal serupa yang dikatakan oleh Ibu widyasari selaku pedagang 

yang mengatakan bahwa : 

“ kalau misalnya sama-samaki semua, bersaing ki‟ kemudian pembeli leluasa 

memilih artinya mana-mana yang mau na beli, kalau sendiri tidak memilih lagi 

langsung di beli saja. Pembeli juga sudah langganan sudah tau tempatnya disini 

jadi barang cepat laku karena memang sebelumnya disini tempatku menjual dari 

dulu.”
65

 

Dari hasil penelitian terhadap pengelolaan diatas diketahui bahwa pengelola 

pasar Jampue sebenarnya sudah menjalankan perencanaan dengan baik untuk 

menata pedagang sedangkan pengelolaan yang kurang baik disebabkan karena 

SKPT (surat keterangan pemakaian tempat) yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya, hal ini disebabkan karena banyak pedagang yang tidak mau 

disiplin sehingga tidak dapat dikelola oleh pengelola pasar di Jampue. 

 

Berikut adalah denah Pasar Jampue sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
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B. Implementasi SKPT (Surat Keterangan Pemakaian Tempat) di Pasar 

Jampue. 

Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) tidak secara langsung bertujuan 

untuk menata tata ruang pasar, tetapi digunakan untuk mengatur pemakaian 

tempat atau lahan tertentu. Meskipun demikian, SKPT dapat berperan dalam 

proses penertiban tata ruang pasar dalam beberapa cara, seperti yang dijelaskan di 

bawah ini: 

1. Pengaturan Penggunaan Lahan: SKPT dikeluarkan oleh pihak berwenang, 

seperti instansi pemerintah setempat atau otoritas yang bertanggung jawab 

atas pengaturan tata ruang. Dokumen ini memberikan izin atau 

persetujuan untuk penggunaan lahan atau tempat tertentu. Dalam konteks 

pasar, SKPT dapat digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan 

atau bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, 

seperti penggunaan untuk kegiatan pasar. 

2. Penertiban Bangunan: SKPT juga dapat digunakan untuk menertibkan 

bangunan yang dibangun secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan 

tata ruang yang berlaku. Jika terdapat bangunan di pasar yang tidak 

memiliki SKPT atau melanggar ketentuan tata ruang, pihak berwenang 

dapat menggunakan SKPT sebagai dasar untuk menegakkan penertiban 

dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. 

3. Pengendalian dan Pengawasan: Dengan adanya SKPT, pihak berwenang 

dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pasar. Mereka 

dapat memeriksa dan memastikan bahwa setiap pedagang atau pengguna 

lahan di pasar memiliki SKPT yang sah dan sesuai dengan peraturan tata 

ruang yang berlaku. Hal ini membantu dalam menjaga tata ruang pasar 

dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai atau merugikan. 

Perlu diingat bahwa SKPT hanyalah salah satu alat atau mekanisme dalam 

rangka penertiban tata ruang pasar. Penerapan yang efektif membutuhkan 

koordinasi dan kerja sama antara pihak berwenang terkait, seperti instansi tata 
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ruang, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, peraturan dan 

kebijakan tata ruang yang jelas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan 

pasar yang tertata dengan baik. 

Pasar adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor 

publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar 

Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang akan meningkatkan pula 

retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah 

kurang efektif dan kurang efesien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut 

untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, 

sementara disisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul 

ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan 

meinggalkan tradisional karena ketika mereka masuk ke pasar sudah dipungut 

berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan 

prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para konsumen/pelanggan.
66

 

Peneliti mewawancarai salah satu narasumber selaku bidang pengelolaan 

pasar di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) yang mengatakan bahwa : 

“Selanjutnya tata cara penempatan kios/los secara teknis diatur dan ditetapkan 

kepada dinas pendapatan daerah melalui kepala bidang pengelolaan pasar, 

serta UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) pasar yang ditetapkan secara 

kolektif kemudian diberikan kepada penjual atau pedagang.”
67

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tata 

cara pengelolaan kios/los secara teknis diatur oleh dinas pendapatan daerah 

melalui kepala pengelolaan pasar dan Surat Keterangan Pemakaian Tempat 

(SKPT) ditetapkan secara kolektif atau serentak. hal ini bertolak belakang dengan 

apa yang disampaikan oleh bapak wahyu yang mengatakan bahwa SKPT tidak 
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serentak dikeluarkan dikarenakan beberapa kendala salah satunya yaitu 

keterlambatan pedagang dalam mengumpulkan berkas.  

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini sejalan dengan teori pemerintahan 

daerah yakni asas tugas pembantuan yang menyatakan tugas turut serta dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah 

dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.  

Dalam teori pelayanan publik dalam pengertiannya, pelayan publik diartikan 

sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju tentu 

berbeda dengan negara berkembang, beberapa faktor penting memberi pengaruh, 

yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, 

integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal lain 

bersifat non-teknis tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana 

pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk 

kesejahteraan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan 

AUPB dan peraturan perundangan yang berlaku. 
68

 

Dalam AAUPB menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa pemerintahan yang 

baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kesoliman, 

pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan 

sewenang-wenang.
69

 AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan 

pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu 

antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat.  
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Dilihat dari implementasi pelayanan, terkait dengan SKPT di pasar Jampue itu 

masih kurang efektif karena dalam pelayanan pembuatan SKPT, pada system 

pendataannya itu para pedagang tidak pada penempatannya atau pada 

kelompoknya yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan para pedangang tidak 

ingin pindah atau menempati tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

disebabkan karena tempat yang disediakan tersebut kurang ramai. Hal inilah yang 

menyebabkan penataan dalam suatu pasar tidak teratur. Disisi lain dalam hal ini 

pemerintah kurang tegas dalam menjalankan peraturan sehingga para pedagang 

tidak patuh kepada aturan pemerintah. 

Good gavenance tidak terlepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar 

kebijakan pemerintah dalam bertindak. Di Indonesia telah dirumuskan dalam 

ketetapan MPR Nomor; VII Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik. Menurut musyawarah konfrensi nasional 

kepemerintahan daerah yang baik yang disepakati oleh Asosiasi Pemerintahan 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia 

(APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan 

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2001, menyepakati 10 

prinsip dasar good governance yang menjadi acuan dalam menjalankan 

pemerintah kabupaten/kota yaitu: (1) prinsip partisipasi, (2) prinsip penegakan 

hukum, (3) prinsip transparasi, (4) prinsip kesetaraan, (5) prinsip daya tanggap, 

(6) prinsip wawasan ke depan, (7) prinsip akuntabilitas, (8) prinsip pengawasan, 

(9) prinsip efiensi dan efektivitas, (10) prinsip profesionalisme.
70

 

Dalam teori implementasi kebijakan mendefinisikan konsep dan asas yang 

menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Dalam penyusunan suatu kebijakan ada variable-variabel yang perlu 

diperhatikan yakni, pertama, substansi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, 

termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perluhnya 
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mengangkat gagasan kebijakan tersebut. Kedua, identifikasi ruang lingkup dan 

kuantitas berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan. Ketiga, 

tata cara atau prosedur yang ditempuh dalam mencapai status agenda. Keempat, 

formulasi dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga 

yang mengusulkan suatu kebijakan, sumber data, informasi termasuk ketersediaan 

aggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan dan prosedur penetapan kebijakan.  

Untuk itu alangkah lebih baik jika para pedagang yang tidak memenuhi aturan 

harus dikenakan sanksi, dan bagi pemerintah dalam hal ini pelaksana pasar harus 

tegas dalam menjalankan tugasnya. 

C. Perspektif Siyasah Syar’iah dalam Proses Penertiban Pasar 

Siyasah syar’iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan 

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Kata siyasah berasal dari kata sasa. 

Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. 

Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, 

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan 

politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan 

kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang 

membawa kepada kemaslahatan.
71

 

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat 

islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, 

baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, 

masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.
72

 

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah 

syar’iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, 

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan 

dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, 
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walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun Al-

Sunnah. 

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus 

dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga 

merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab 

pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam 

dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang 

melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran 

dan akuntabel (al-amanah), keadilan (al-„adalah), persamaan (al-musawah), 

control (amr bi al-ma‟aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam 

berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi 

sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.
73

 

Alquran merupakan Kitab Samawi terakhir yang membawa kebenaran yang 

mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. 

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 58, Allah SWT., menjelaskan dalam firman-Nya: 

ٛا ثِ  ُّ ْْ رحَْىُ َ َٓ إٌَّبطِ أ ُْ ث١َْ زُ ّْ ئِراَ حَىَ َٚ ب  َٙ ٍِ ْ٘ َ ٰٝ أ بٔبَدِ ئٌَِ َِ َ ا الْأ ْْ رإَُدٚ  َ ُْ أ شُوُ ُِ
ْ َ ٠أَ َّْ اللََّّ َّْ ئِ ٌْؼذَيِْ   ئِ ب

 َ االلََّّ ١ؼبً ثص١َِشًا نعِِمَّ ِّ َْ عَ َ وَب َّْ اللََّّ ِٗ ۗ ئِ ُْ ثِ ٠ؼَِظُىُ  

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.”
74

 

 

Dari ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa 

amanat tersebut harus di tunaikan kepada aliha yakni pemiliknya.
75

 Maka dari itu 

pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang di amanatkan dengan 
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menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik atau disebut 

good governance, yang secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, 

merupakan sistem penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi 

untuk mengelolah segala urusan negara di berbagai level dan sektor.
76

 

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan 

efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan 

kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, 

diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan 

sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja 

yang jelas dan terukur. Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan 

penerapan prinsip kepemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik 

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan 

jasa publik (public goods and services). Prinsip-prinsip dari kepemerintahan yang 

baik menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (participation), berbasis hukum 

(rule of law), transparansi (transparency), responsif (responsiveness), orientasi 

konsensus (consensus orientation), kesetaraan (equity), efektifitas dan efisien 

(effectiveness and efficiency), dan akuntabilitas (accountability).
77

 

Kemudian dalam Surah Al-Maidah Ayat 48, Allah SWT., berfirman: 

تِ  ٌْىِزَٰ َٓ ٱ ِِ  ِٗ َٓ ٠ذ٠ََْ ب ث١َْ َّ لبً ٌِّ صَذِّ ُِ ٌْحَكِّ  تَ ثٲِ
ٌْىِزَٰ ٌْٕبَٓ ئ١ٌَِْهَ ٱ أَٔضَ َٚ ۖ ُ بٓ أَٔضَيَ ٱلِلَّ َّ ُُٙ ثِ ِٗ ۖ فٲَحْىُُ ث١ََْٕ ٕبً ػ١ٍََْ ِّ ْ١ َٙ ُِ َٚ

ْٛ شَبءَٓ  ٌَ َٚ بجًب    َٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ شِشْػَخً  ٕىُ ِِ ٍْٕبَ  ًٍّّ جَؼَ ىُ ٌِ ٌْحَكِّ    َٓ ٱ ِِ ب جَبءَٓنَ  َّّ ُْ ػَ ُ٘ اءَٓ َٛ ْ٘ َ َّجِغْ أ لََ رزَ خً َٚ َِّ ُ ُْ أ ُ ٌجََؼٍَىَُ  ٱلِلَّ

وُ  َٛ ١جٍَُْ ىِٓ ٌِّ
ٌَٰ َٚ حِذحًَ  َٰٚ ِٗ ُْ ف١ِ ب وُٕزُ َّ ١ؼبً ف١َُٕجَئِّىُُُ ثِ ِّ ُْ جَ شْجِؼىُُ َِ  ِ دِ   ئٌَِٝ ٱلِلَّ ٌْخ١َْشَٰ ُْ ۖ فٲَعْزجَمُِٛا۟ ٱ بٓ ءَارىَٰىُ َِ  ُْ فِٝ 

 َْ ٍِفُٛ  رخَْزَ
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Terjemahnya:  

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa 

kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 

itu.Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara 

kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu,” (QS Al Maidah: 48).
78

 

 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan 

Tafsir Al Munir, ada beberapa penafsiran dari ayat ini, yakni: 

1. Iman kepada Alquran 

Allah SWT menjelaskan pentingnya mengimani Alquran karena berisi 

petunjuk-petunjuk yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah 

menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW dengan haq. 

Ibnu Katsir mengatakan: “Yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan 

di dalamnya.” Kata mushoddiqo )مصدقا) artinya adalah membenarkan. Yang 

dibenarkan adalah kitab-khitab suci sebelum adanya Alquran. Meskipun kata 

minal kitaab  )من الكتاب) berbentuk mufrad (tunggal), makna yang dimaksudkan 

adalah jamak, yakni al kutub )الكتب) Kitab-kitab yang dibenarkan Alquran 

tersebut Taurat, Zabir dan Injil. Yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi 

Musa AS, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Injil yang 

diturunkan kepada Nabi Isa „alaihis salam, sebelum ketiga kitab itu diubah 

oleh manusia. Alquran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di 

dalamnya. 
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Surah ini juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi 

pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Alquran sudah 

tidak autentik lagi karena diubah oleh manusia. 

2. Alquran Menjadi Pedoman Hidup 

Alquran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam 

memutuskan segala sesuatu. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum 

sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara aqidah dan 

pokok agama, semuanya sama yakni bertauhid kepada Allah SWT. 

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-

orang ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW.Awalnya, 

beliau diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan 

perkara itu kepada kitab mereka masing-masing. Namun, Allah SWT 

menurunkan ayat ini. Ibnu Katsir berkata: 

“Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk memutuskan 

perkara di antara mereka (ahli kitab) dengan apa yang ada pada Alquran.” Ini 

juga berlaku umum, bahwa segala keputusan orang beriman hendaklah 

berdasarkan Alquran dan tidak boleh bertentangan. “Agama ini telah 

sempurna, nikmat Allah yang diberikan kepada kaum muslimin sudah cukup 

dan Allah telah meridhai agama Islam ini menjadi manhaj kehidupan semua 

manusia. 

Sudah tidak ada jalan lagi di sana untuk merevisi atau mengganti agama 

ini. Tidak ada jalan lagi untuk meninggalkan sebagian hukumnya dengan 

beralih kepada hukum lain atau meninggalkan sebagaian syariatnya dan 

berpindah kepada syariat lain,” tegas Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil 

Quran. 

3. Tiap Umat Punya Syariat Berbeda 

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, syir‟ata  )شرعة ) adalah tuntunan, 

minhaja    )منهاجا ) adalah jalan. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, 

syir‟ata )شرعة) adalah apa yang disyariatkan Allah SWT untuk hamba-Nya 
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berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan minhaja 

 .adalah jalan terang yang ditempuh manusia dalam beragama ( منهاجا)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul, ajaran tauhidnya 

sama. Adapun syariatnya, yakni mengenai perintah dan larangan, kadang 

berbeda-beda. 

4. Beri Ujian 

Allah SWT menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan 

memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Ibnu Katsir 

menjelaskan, Allah SWT telah menetapkan berbagai macam syariat untuk 

menguji hamba-hambaNya dengan memberi pahala kepada orang yang taat 

dan menyiksa orang yang durhaka. “Berlomba-lombalah kamu semuanya 

berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia ini, dengan memegang 

pokok pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan percaya bahwa di belakang 

hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat,” tulis Buya Hamka dalam 

Tafsir Al Azhar. 

5. Setiap Orang Dapat Balasan Sendiri 

Orang Islam harus meyakini bahwa semua orang akan kembali kepada 

Allah SWT dan akan diberitahukan apa yang diperselisihkan yakni tentang 

akhirat itu sendiri. Orang kafir tidak percaya adanya akhirat, mereka berselisih 

mengenai hal yang pasti ini. Karenanya kelak mereka akan diberitahu dan 

mendapatkan balasannya siksa neraka. Sedangkan bagi mukmin yang beramal 

shalih, mereka pun akan mendapat balasannya berupa surga. 

Oleh karena itu, semua amalan yang dilakukan akan kembali kepada orang 

yang melakukannya. Semua manusia akan kembali kepada Allah SWT dan 

mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia.
79

 

Sebelumnya diterangkan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi 

Musa, Injil yang diturunkan pula kepada Nabi Isa. Hal tersebut agar kedua 
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kitab tersebut dapat ditaati dan diamalkan oleh para penganutnya masing-

masing pada masa itu. Lalu selanjutnya, di dalam ayat surah Al Maidah 48 

tersebut diterangkan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada Nabi dan 

Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 

Alquran adalah Kitab Samawi terakhir yang membawa kebenaran, 

mencakup isi dan membenarkan Kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan 

Injil. Alquran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak 

akan mengalami perubahan dan pemalsuan.Maka ketika ada umat yang 

berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT di dalam Alquran dan 

tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa Allah SWT berkehendak 

untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka.  

Hal tersebut adalah bentuk pelajaran dan ujian bagi yang berpaling dari 

hukum dan aturan yang ada dalam Alquran. Meskipun begitu, banyak 

manusia yang tidak menyadarinya, sehingga mereka termasuk sebagai orang-

orang yang fasik, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran yang 

diimaninya. Pada suatu waktu nanti, mau tak mau manusia akan kembali 

kepada Allah SWT memenuhi panggilan-Nya ke alam baka. Di sanalah nanti 

Allah akan memberitahukan segala sesuatu tentang hakikat yang 

diperselisihkan mereka. Orang yang benar-benar beriman akan diberi pahala, 

sedangkan orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran, serta 

menyeleweng tanpa alasan dan bukti, akan diazab dan dimasukkan ke dalam 

neraka.
80

 

Secara umum, kandungan surah Al Maidah ayat 48 adalah untuk 

memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga 

dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 
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Quran Surah Al-Maidah Ayat 49 : 

َّجغِۡ  لََ رزَ َٚ  ُ ضَيَ اللَّه ۡٔ َ بۤ ا َّ ُۡ ثِ ُٙ ُۡ ث١ََٕۡ ِْ احۡىُ َ ا ضَيَ َٚ ۡٔ َ بۤ ا َِ ٓۡۢۡ ثؼَۡطِ  نَ ػَ ۡٛ ْۡ ٠َّفۡزُِٕ َ ُۡ ا ُ٘ احۡزسَۡ َٚ  ُۡ ُ٘ اءَٓ َٛ ۡ٘ َ ا

ُ ا١ٌَِۡهَ  ُۡ ؕ اللَّه ِٙ ثِ ۡٛ ُۡ ثجِـَؼۡطِ رُُٔ ُٙ ْۡ ٠ ص١ِۡجَ َ ُ ا ب ٠ش٠ُِۡذُ اللَّه َّ ُۡ أََّ ا فبَػٍَۡ ۡٛ ٌَّ َٛ َ ْۡ ر َٓ إٌَّبطِ ؕ  فبَِ ِِّ َّْ و١َِِۡشًا  اِ َٚ  

 َْ ۡٛ   ٌفَٰغِمُ
 

 

Terjemahnya :  

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan 

mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka 

memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 

maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan 

musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan 

sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”
81

 

 

Merujuk pada ayat di atas, terdapat penafsiran lebih lanjut tentang ayat tersebut 

yakni, 

Selanjutnya ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi 

mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka 

tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan perkara yang terjadi 

di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat 

dalam Taurat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang 

menyebabkan terjhadinya kezaliman terhadap sebagian yang lain. Karena itu, 

hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka, jangan sampai 

mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur‟an yang berisi petunjuk yang lebih 

lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan tidak 

mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya 

Allah berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada 

mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. 
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Itulah pelajaran dan ujian bagi mereka, namun sungguh banyak manusia tidak 

menyadarinya, sehingga mereka ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang 

fasik, yaitu mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, bahwa Kaab bin 

Asad, Abdullah bin Suriya, Wisyas bin Qais dari orang-orang Yahudi berkata 

“Mari kita pergi kepada Muhammad, mudah-mudahan kita dapat 

menyesatkannya.” Maka pergilah mereka menghadap Rasulullah lalu mereka 

berkata kepada Rasulullah saw.: 

“Hai Muhammad, kamu telah mengetahui bahwa kami ini adalah pendeta 

Yahudi, para pembesar dan pemimpinnya. Kalau kami mengikuti kamu, orang-

orang Yahudi pasti mengikuti kami dan tidak akan ada di antara mereka yang 

berani menentang. Di antara kami dan kaum kami ada sengketa. Persengketaan itu 

akan kami bawa kepadamu, maka hendaklah engkau memenangkan kami 

terhadap mereka, dan kami akan beriman dan akan membenarkan kamu. Maka 

Rasulullah enggan (mengikuti kehendak mereka) itu dan Allah Azza wa Jalla 

menurunkan ayat tentang perkara mereka.... wa anihkum bainahum bima anzala 

Allah....”(Riwayat Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas) 

Nabi saw menolak permintaan mereka, maka turunlah ayat ini. Nabi 

Muhammad agar memutuskan perkara orang-orang Yahudi yang diajukan 

kepadanya sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah dan jangan sekali-

sekali menuruti keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Allah mengingatkan 

kepada Nabi supaya berhati-hati menghadapi siasat mereka, jangan sampai 

terjebak oleh tipu daya mereka yang ingin menyelewengkan beliau dari sebagian 

hukum yang telah diturunkan dan digariskan Allah kepadanya. 

Kalau mereka masih juga berpaling dan tidak mau menerima keputusan yang 

berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah karena memang maksud mereka 

meminta kepada Nabi untuk memutuskan perkaranya sekedar untuk memancing 

dan menjebaknya, kalau-kalau bisa berpaling dari hukum Allah. Ketahuilah 

bahwa yang demikian itu karena Allah menghendaki akan menimpakan azab 
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kepada mereka di dunia, akibat dosa-dosanya dan akan disempurnakan nanti di 

akhirat, siksaan yang amat pedih. Memang kebanyakan manusia adalah fasik, 

bersifat seperti orang-orang kafir, senang meninggalkan hukum-hukum Allah dan 

syariat yang telah dipilihkan untuk mereka.
82

 

Dari tafsiran di atas mengatakan bahwa pemerintah harus amanat dalam 

menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dengan meneyelenggarakan 

pemerintahan yang baik atau disebut good governance. Menurut islam 

pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-

prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, 

keadilan, persamaan, control.  

Namun, pemerintah dalam hal ini masih ada prinsip atau nilai yang belum 

terlaksana yakni Pemerintah kurang dalam mengontrol masyarakatnya. 

Pemerintah kurang dalam mengatur dan memberikan arahan kepada 

masyarakatanya, sehingga dalam permasalahan yang ada dalam hal ini 

pemasalahan terkait surat keterangan pemakaian tempat (SKPT) pedagang yang 

tidak sesuai dengan penempatannya akibatnya penataan yang ada dalam pasar 

tidak beraturan. Pemerintah disini juga acuh tak acuh dalam melaksanakan atau 

menjalankan tugasnya sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang 

dimana seharusnya pada pendataan awal harus sesuai dengan barang yang 

dijualnya. Peneliti berharap agar pemerintah kedepannya lebih tegas dalam 

mengontrol masyarakat dan pemerintah juga ketika dalam membuat suatu aturan 

harus memberikan informasi atau memberitahukan kepada pedagang agar mereka 

mau mengindahkan dan mengikuti aturan tersebut.  

 Masyarakat juga harus patuh kepada pemerintah sebagaimana dalam surah 

An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil 

artinya umat islam diperintahkan untuk menaati putusan hukum secara hirarkis 

agar tercipta kemaslahatan umum. Selain itu, menaati pula perintah-perintah Nabi 
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Muhammad SAW, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh para 

pemimpin atau Ulil Amri selaku pemegang kekuasaan selama ketetapan-

ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. 

Dalam kondisi demikian, kita tetap harus berusaha seoptimal mungkin 

memegang prinsip dasar sebagai orang islam yakni hidup harus berdasar tauhid, 

bermasyarakat dan beribadah atas dasar ittiba kepada Allah SWT. Diantara ayat-

ayat yang diturunkan dalam periode ini merupakan pedoman hidup bernegara. 

Misalnya dalam Al-quran surah An-Nisa Ayat 59 disebutkannya ulil amri dalam 

ayat tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa adanya ulil amri untuk dapat 

terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan umat islam itu memang diperlukan 

dan jika telah terjadi rakyat wajib mentaatinya. 

Dari segi lain, diletakannya perintah taat kepada ulil amri setelah perintah taat 

kepada Allah dan Rasulnya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat 

kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil amri dalam 

melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam 

Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulnya dalam sunnahnya. 

Dalam Surah An Nisa Ayat 59, Allah SWT, Berfirman : 

أغ١َِؼُٛا اٌ َٚ  َ ُٕٛا أغ١َِؼُٛا اللََّّ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ءٍّ ٠بَ أ٠َ  ْٟ ُْ فِٟ شَ ْْ رَٕبَصَػْزُ ِ ُْ ۖ فاَ ْٕىُ ِِ شِ  ِْ َ ٌِٟ الْأ أُٚ َٚ عُٛيَ  شَّ

ُٓ رَ  أحَْغَ َٚ ٌِهَ خ١َْش  
َِ ا٢ْخِشِ   رَٰ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثبِلِلَّ ُٕٛ ِِ ُْ رإُْ ْٕزُ ْْ وُ عُٛيِ ئِ اٌشَّ َٚ  ِ ُٖ ئٌَِٝ اللََّّ ٠لًا فشَُدٚ  ِٚ

أْ  
 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
83

 

 

Tafsir Surah An Nisa ayat 59 ini kami sarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir 

Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir. Kami memaparkannya 
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menjadi beberapa poin mulai dari redaksi ayat dan artinya. Kemudian tafsirnya 

yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir tersebut. 

1. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya 

Poin pertama dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan mutlak 

kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam. 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya).” 

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah 

dan Rasul-Nya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, tidak bisa tawar 

menawar. Ketaatan harga mati. Taat tanpa tapi. 

Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya ia taat kepada Allah. 

Karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan 

perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman 

Allah karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu. 

Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al 

Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan 

sunnah-sunnahnya. 

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, Allah wajib 

ditaati. Di antara hak prerogratif uluhiyah adalah membuat syariat. Maka, 

syariat-Nya wajib kita laksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat 

kepada Allah dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, 

yakni tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu, mentaati Rasulullah 

berarti mentaati Allah. 

2. Taat kepada Ulil Amri 

Poin kedua dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan kepada ulil 

amri. 

 ُْ ْٕىُ ِِ شِ  ِْ َ ٌِٟ الْأ أُٚ َٚ  
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Dan ulil amri di antara kamu. 

Ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada 

ulil amri. Yang menarik, redaksi perintahnya tidak mengulang kata athii‟uu 

 sebagaimana perintah taat pada Rasulullah. Maknanya, ketaatan ( أطيعوا( 

kepada ulil amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha‟, Hasan Al Basri dan Abul Aliyah, 

ulil amri  )أولي الأمر ) adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu 

bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh 

Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir, ulil amri adalah pemimpin dan 

para ulama. 

Ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh taat dalam 

perkara maksiat. 

ؼْشُٚفِ  َّ ٌْ ب اٌطَّبػَخُ فِٝ ا َّ  ئَِّٔ

 

“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

ؼْص١ِخَِ  َِ ؼْشُٚفِ لََ غَبػَخَ فِٝ  َّ ٌْ ب اٌطَّبػَخُ فِٝ ا َّ ِ ئَِّٔ اللََّّ  
“Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya 

ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. Muslim) 

ؼْ  َّ شَ ثِ ِِ ُ ؼْص١ِخَِ ، فاَرِاَ أ َّ ٌْ شْ ثبِ َِ ُْ ٠إُْ ب ٌَ َِ اٌطَّبػَخُ حَكٌّ ،  َٚ غُ  ّْ لََ غَبػخََ اٌغَّ َٚ غَ  ّْ ص١ِخٍَّ فلَاَ عَ  
“Mendengar dan taat (bagi muslim) itu haq, sejauh ia tidak diperintah 

untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban 

mendengar dan taat.” (HR. Bukhari) 
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Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda dalam khutbah Haji 

Wada‟: 

أغ١َِؼُٛا َٚ ؼُٛا ٌَُٗ  َّ ِ فبَعْ ُْ ثىِِزبَةِ اللََّّ ُْ ػَجْذ  ٠مَُٛدوُُ ًَ ػ١ٍََْىُ ِّ ِٛ اعْزؼُْ ٌَ َٚ  
“Seandainya seorang budak memimpin kalian dengan memakai pedoman 

Kitabullah, maka tunduk dan patuhlah kalian kepadanya.” (HR. Muslim) 

3. Kembali kepada Al Quran dan Hadits 

Poin ketiga dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah menjadikan Al Quran 

dan Hadits sebagai sumber hukum. Jika ada perselisihan, harus dikembalikan 

kepada keduanya. 

 ُٖ ءٍّ فشَُدٚ  ْٟ ُْ فِٟ شَ ْْ رَٕبَصَػْزُ ِ َِ ا٢ْخِشِ  فاَ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثبِلِلَّ ُٕٛ ِِ ُْ رإُْ ْٕزُ ْْ وُ عُٛيِ ئِ اٌشَّ َٚ  ِ ئٌَِٝ اللََّّ  
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Menurut Mujahid dan ulama mufassir lainnya, maknanya adalah 

mengembalikan hal tersebut kepada Kitabullan dan Sunnah Rasulullah. Ibnu 

Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di 

antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-

cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian Kitabullah dan sunnah 

Rasulullah. Sebagaimana juga firman-Nya: 

 ِ ُٗ ئٌَِٝ اللََّّ ُّ ءٍّ فحَُىْ ْٟ ْٓ شَ ِِ  ِٗ ُْ ف١ِ ب اخْزٍَفَْزُ َِ َٚ  
Tentang sesuatu apa pun yang kalian perselisihkan, maka putusannya 

(terserah) kepada Allah. (QS. Asy Syura: 10) 

Kitabullan dan sunnah Rasulullah ini merupakan dua pusaka yang 

Rasulullah wariskan untuk menjadi sumber hukum dan pedoman hidup umat 

Islam. 

غَّ  َّ ب رَ َِ ا  ْٓ رعٍَِٛ  ٌَ ِٓ ش٠َْ ِْ َ ُْ أ ِٗ رشََوْذُ ف١ِىُ ّ عَُّٕخَ ٔج١َِِ َٚ  ِ ب وِزبَةَ اللََّّ َّ ِٙ ُْ ثِ ىْزُ  
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Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama 

berpegang kepada keduanya yakni Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. (HR. 

Malik). 

Perintah mengembalikan perselisihan kepada Al Quran dan hadits ini 

ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. “Hal ini 

menunjukkan bahwa siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada 

Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya di saat berselisih pendapat, ia bukan orang 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir,” tegas Ibnu Katsir. 

4. Hasil ruju‟ kepada Quran dan Hadits 

Poin keempat dari Surah An Nisa ayat 59 ini adalah hasil kembali kepada 

Al Quran dan Hadits. 

٠لًا  ِٚ
ْ ُٓ رأَ أحَْغَ َٚ ٌِهَ خ١َْش  

 رَٰ
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Kembali kepada Al-Qur‟an dan Sunnah serta menjadikannya rujukan akan 

membawa kebaikan. “Yaitu lebih baik akibatnya dan penyelesaiannya,” kata 

As Saddi. “Lebih baik penyelesaiannya,” kata Mujahid. 

Kandungan Surah An Nisa ayat 59 

1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah 

secara mutlak. Yakni mengamalkan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam. 

2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu 

yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah atau 

untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban 

mentaatinya. 

3. Al-Qur‟an dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal 

yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Qur‟an dan 

hadits.  
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4. Menjadikan Al-Qur‟an dan hadits sebagai sumber hukum dan 

mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan 

adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur‟an 

dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. 

5. Kembali kepada Al-Qur‟an dan hadits akan menghasilkan 

penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh 

berkah.
84

 

Dari penjelasan tentang Surat An Nisa ayat 59 di atas, bahwa Allah 

memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada 

rasulnya dan  kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar 

tercipta kemaslahatan umum. Masyarakat harus taat kepada pemimpinnya, 

namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada 

aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Seperti 

dengan masalah yang ada yakni tentang penerapan SKPT dimana yang 

seharusnya para pedagang harus sesuai dengan penempatannya.Hal ini 

dikarenakan karena para pedagang yang tidak mau mengikuti aturan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka penataan  tata ruang di pasar Jampue 

tidak teratur sebagaimana mestinya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya. Terutama pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan ini, sebagai berikut: 

1. Dalam peraturan wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam 

UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan kemudian diatur lebih 

lanjut yaitu dalam peratutan presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang 

penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 

modern. Pasal 2 peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 menjadi 

dasar hukum yang harus ditaati dlam melakukan tata kelola wilayah pasar 

tradisional di Indonesia. Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola 

pasar tradisonal yang baik maka dibutuhkan sebuah system pengelolaan 

yang baik sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan tata kelola pasar 

tradisioanal. Terkait pengaturan mengenai pasar tradisional di Indonesia 

dalam bentuk perundang-undangan dalam tataran implementasinya masih 

terdapat kendala yuridis terkait zonasi wilayah dan waktu, kurangnya 

kebijakan dan pengawasan terkait tata kelola pasar tradisioanal.  

2. Implementasi SKPT di pasar Jampue masih kurang efektif dikarenakan 

pemerintah tidak tegas terhadap pedagang. Sehingga penataan yang ada di 

pasar Jampue abur adul atau tidak beraturan sebagaimana mestinya 

karena disatu sisi para pedagang tidak mau pindah sesuai dengan 

penempatannya atau dengan kelompoknya. Disisi lain pemerintah acuh 

tak acuh dalam melaksanakan aturan dan tidak lagi mengikuti aturan awal 

terkait dengan penempatan para pedagang. Dimana seharusnya pedagang 

berada di tempat sesuai dengan barang yang dijualnya. 



77 

 

 

 

3. Dari tafsiran Surah Al-Maidah Ayat 48-49 mengatakan bahwa pemerintah 

harus amanat dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dengan 

meneyelenggarakan pemerintahan yang baik atau disebut good 

governance. Menurut islam pemerintahan yang ideal itu adalah 

pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai 

kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan, 

control. Namun, pemerintah dalam hal ini masih ada prinsip atau nilai 

yang belum terlaksana yakni Pemerintah kurang dalam mengontrol 

masyarakatnya. Pemerintah kurang dalam mengatur dan memberikan 

arahan kepada masyarakatanya, sehingga dalam permasalahan yang ada 

dalam hal ini pemasalahan terkait surat keterangan pemakaian tempat 

(SKPT) pedagang yang tidak sesuai dengan penempatannya akibatnya 

penataan yang ada dalam pasar tidak beraturan. Pemerintah disini juga 

acuh tak acuh dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya sehingga 

tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang dimana seharusnya pada 

pendataan awal harus sesuai dengan barang yang dijualnya. 

Dari penjelasan tentang Surat An Nisa ayat 59 di atas, bahwa Allah 

memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada 

rasulnya dan  kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka 

agar tercipta kemaslahatan umum. Masyarakat harus taat kepada 

pemimpinnya, namun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat 

yang tidak patuh pada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah setempat. Seperti dengan masalah yang ada yakni tentang 

penerapan SKPT dimana yang seharusnya para pedagang harus sesuai 

dengan penempatannya. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa data dan 

kejadian di lapangan secara langsung, maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran yang di harapkan dapat meningkatkan retribusi pasar agar penataan untuk 

kedepannya bisa lebih tertata dengan rapi. Peneliti berharap agar pemerintah 

kedepannya lebih tegas dalam mengontrol masyarakat dan pemerintah juga ketika 

dalam membuat suatu aturan harus memberikan informasi atau memberitahukan 

kepada pedagang agar mereka mau mengindahkan dan mengikuti aturan tersebut.  
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